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kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya 

menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 982 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H     A G U N G 

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : REZAN  SEPTIAN  NUGRAHA  bin  RUDI

DARMA;

Tempat Lahir : Lahat;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/7 September 1999; 

Jenis Kelamin : Laki-laki; 

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mangga Nomor 14 Blok E RT 021 RW

001,  Kelurahan  Bandar  Jaya,  Kecamatan

Lahat, Kabupaten Lahat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa  diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri

Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur  dan diancam pidana

dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur  dan diancam pidana

dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur  dan diancam pidana

dalam Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palembang tanggal 5 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rezan Septian  Nugraha  bin  Rudi  Darma,  telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan  terang-terangan  dan  tenaga  bersama  melakukan  kekerasan

terhadap barang”  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 Ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rezan Septian Nugraha bin Rudi

Darma, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan

waktu  selama terdakwa berada  dalam tahanan,  dengan  perintah  agar

terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jas Almamater warna hijau lambang Univerisitas 

Muhammadiyah Palembang;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam yang sobek dikedua 

lututnya;

- 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan IT’S LIT;

- 1 (satu) pasang sepatu converse warna abu-abu;

Dikembalikan  kepada  Terdakwa Rezan  Septian  Nugraha  bin  Rudi

Darma;

- 1 (satu buah korek api warna biru merk TOKAI;

- 1 (satu) buah plasdisck yang berisikan rekaman video pengrusakan

mobil dinas polisi dari Dit Pamobvit Polda Sumsel berdurasi 01 menit

19 detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1  (satu)  unit  mobil  merk  Daihatsu  Terios  warna  orange  yang

bertuliskan “PAM OBVIT”;

Dikembalikan kepada Polda Sumsel melalui Saksi Dominggus Longga;

4. Membebani  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp5.000,00   (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca  Putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor

1874/Pid.B/2020/PN Plg tanggal  28  Januari  2021  yang  amar  lengkapnya

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa  Rezan Septian  Nugraha  bin  Rudi  Darma telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Secara  Terang-terangan  dan  dengan  Tenaga  Bersama  melakukan

Kekerasan Terhadap Barang”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Alternatif Kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP:

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  usah  dijalankan  kecuali  Terdakwa

melakukan  tindak  pidana  lain  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang

berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun

dan 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah

putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1  (satu)  helai  jas  Almamater  warna  hijau  lambang  Univerisitas

Muhammadiyah Palembang;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam yang sobek dikedua

lututnya;

- 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan IT’S LIT;

- 1 (satu) pasang sepatu converse warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa Rezan Septian Nugraha bin Rudi Darma;

- 1 (satu buah korek api warna biru merk TOKAI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu)  buah  flasdisck yang berisikan rekaman video pengrusakan

mobil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1  (satu)  unit  mobil  merk  Daihatsu  Terios  warna  orange  yang

bertuliskan “PAM OBVIT”;

Dikembalikan kepada Polda Sumsel melalui Saksi Dominggus Longga;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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6. Membenani  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Tinggi Palembang  Nomor

45/PID/2021/PT PLG tanggal  13 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai

berikut:

1. Menerima permintaan banding dari  Penuntut Umum tersebut; 

2. Menguatkan   putusan  Pengadilan  Negeri  Palembang   Nomor   1874/

Pid.B/ 2020/PN Plg  tanggal  28 Januari 2021  yang dimintakan banding

tersebut; 

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk  membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat  banding  sejumlah  Rp2.000,00

(dua ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Kasasi  Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Plg

tanggal  28 April  2021  yang dibuat  oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2021, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi

terhadap putusan Pengadilan Tinggi  Palembang tersebut; 

Membaca  Memori  Kasasi  tanpa  tanggal  bulan  April  2021 dari

Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Palembang  tersebut  sebagai

Pemohon  Kasasi,  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Palembang pada tanggal 28 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang  bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi Palembang  tersebut

telah  diberitahukan  kepada  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri

Palembang  pada  tanggal  20  April  2021 dan  Penuntut  Umum tersebut

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal  28 April  2021 serta memori

kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri Palembang

pada tanggal 28 April 2021.  Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut

Umum tersebut secara formal dapat diterima;
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Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon  Kasasi/

Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas

perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penuntut  Umum tersebut,  Mahkamah Agung  berpendapat  sebagai

berikut:

- Bahwa alasan kasasi  Penuntut  Umum tidak dapat  dibenarkan karena

judex  facti yang  menjatuhkan  pidana  bersyarat  10  (sepuluh)  bulan

dengan  masa  percobaan  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  tidak  salah

menerapkan hukum karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa dalam

keramaian demontrasi mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Selatan di

Palembang atas protes dan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja

Omnibus  Law,  saat  menjelang  petang  suasana  kerumunan  pendemo

mulai  tidak  terkendali  yang  akhirnya  terjadi  keributan  mahasiswa

dengnan aparat kepolisian yang menggulingkan mobil  merek Daihatsu

Terios warna orange yang bertuliskan PAM OBVIT, lalu secara bersama

mereka membakar mobil tersebut;

- Perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  terpengaruh  teriakan  kawan-

kawannya yang sebagiannya hanya ikut-ikutan tetapi  telah merugikan

pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata

pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  tersebut  dinyatakan

ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat  Pasal  170  Ayat  (1)  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-undangan  lain

yang bersangkutan;
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M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan  kasasi  dari Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum

pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

pada hari  Senin tanggal  27 September 2021 oleh  Dr. Desnayeti M, S.H.,

M.H.,  Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua  Majelis,  Dr.  Gazalba  Saleh,  S.H.,  M.H.,  dan  Soesilo,  S.H.,  M.H.,

Hakim-Hakim  Agung  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  hari dan tanggal itu

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

M.  Jazuri,  S.H., M.H., Panitera  Pengganti,  dengan  tidak  dihadiri  oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,                                                  Ketua Majelis,

ttd. ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,
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Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001
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